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	USULAN DAN MUTASI  PESERTA PBI APBD KOTA BOGOR

	
	SOP
	No. Dokumen
	:
	

	
	
	No. Revisi
	:
	1 (satu)

	
	
	Tanggal Terbit
	:
	18 September 2020

	
	
	Halaman
	:
	

	DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR
	( ………………………..)
	dr. Sri Nowo Retno, M.A.R.S
Pembina Tingkat I
NIP. 19690415 199803 2 008

	Pengertian
	Peserta PBI APBD Kota Bogor adalah masyarakat/warga miskin yang memiliki KTP Kota Bogor yang terdaftar sebagai Peserta JKN yang iurannya dibayarkan oleh APBD Pemerintah Kota Bogor.

	Tujuan
	Mendaftarkan masyarakat miskin Kota Bogor yang tidak memiliki jaminan kesehatan.


	Kebijakan
	1. Perpres 75 tahun 2019 tentang Perubahan Perpres 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

2. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 05 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 76 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

8. Peraturan Walikota Bogor Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penerima Bantuan Pembiayaan Kesehatan Pemerintah Kota Bogor


	Alur Kerja
	Dokumen Terkait
	Penjelasan

	







	

	1. Masyarakat ke Kelurahan membawa  Surat pengantar RT/RW bahwa tidak mampu, Kartu Keluarga, dan KTP Kota Bogor.

2. Kelurahan menginput/entri data sasaran usulan PBI APBD melalui Aplikasi Dinas Soaial terdiri dari :
a. Format 34 untuk Usulan (Belum memiliki Jaminan Kesehatan)
b. Format 34 untuk Mutasi (Pindah dari Ke PBI)
3. Jika data (NIK) tidak ditemukan di aplikasi maka usulan dibatalkan, disarankan untuk melakukan updating NIK terlebih dahulu
4. Jika di Kelurahan ada kendala akses internet maka bisa mengusulkan melalui manual dengan Format 34 dan 37.
5. Kelurahan berkoordinasi dengan Kecamatan mengenai usulan tersebut.
6. Kelurahan mengirimkan data usulan melalui aplikasi ke Dinas Sosial selambatnya tanggal 10 setiap bulannya.
7. Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap data usulan peserta PBI APBD berdasarkan data kemiskinan (by aplikasi)
8. Dinsos berkoordinasi dengan Disdukcapil mengenai data kependudukan (by aplikasi)
9. Setelah verifikasi dan validasi data usulan:
a. Berhasil : Dinas Sosial mengirimkan data usulan peserta PBI APBD ke Dinas Kesehatan selambatnya tanggal 15 setiap bulannya.

b. Gagal : Dinas Sosial mengembalikan data usulan ke Kelurahan.

10. Dinas Kesehatan mengirimkan data usulan yang telah behasil diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Sosial ke BPJS Kesehatan untuk didaftarkan menjadi Peserta JKN PBI APBD selambatnya tanggal 20 setiap bulannya.

11. BPJS Kesehatan mendaftarkan Kepesertaan PBI APBD sesuai dengan usulan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan, dengan hasil:

a. Gagal : BPJS Kesehatan memberikan data Feedback hasil usulan PBI APBD kepada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Kelurahan untuk ditindak lanjuti.
b. Berhasil : BPJS Kesehatan mendistribusikan KIS PBI APBD melalui pihak ketiga/ke Kelurahan untuk kemudian diserahkan ke Peserta

	Unit Terkait
	1. BPJS Kesehatan

2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Sosial

4. Disdukcapil
5. Kecamatan

6. Kelurahan


Kelurahan 





Kecamatan





Tidak ditemukan





Ada akses internet





Aplikasi Dinas Sosial








Kendala  akses internet





DPJ dan Tim Pendukung lainnya








Pengantar RT/RW 


Kartu Keluarga


KTP








Aplikasi PBI


Manual Format 34 dan 37





Berhasil 








Usulan dan Mutasi Format 34 dan 37





Dinas Kesehatan








Dinas Sosial





gagal





Disdukcapil





Gagal





Berhasil 





FEEBACK





BPJS Kesehatan








